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BAB I

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara

wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik

sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,

transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan

adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat

juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat

sasaran

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun

2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk

melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan

kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan

pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan

dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai salah satu

penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan

survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap

pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB

No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat.

Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif

atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan

komprehensif.

Hasil survei ini akan jigunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan
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bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka

sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
r Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e Peraturan Pemerintah Nomor 96 l ahun 20'12 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

o Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik.

1.3Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat,

terhadap mutu dan kualitas pelayanan perizinan yang telah diberikan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai

kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut

yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
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5. l\remacu persaingan positif, antar unat penyelenggara pelayanan pada lingkup

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan,

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
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BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara online pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dengan membentuk

tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Puruorejo adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian

lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur

pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang

ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Punvorejo yaitu :

1 . Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun

ad ministratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3, Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biayal taril : Biayal tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara

dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan
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yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap

spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang

harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan

pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam

memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan,

saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan

dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waKu pengumpulan data dilakukan pada website Si lda.

Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima

layanan secara online. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian

sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu

1 (satu)tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama

6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No. Kegiatan

Persiapan

Pengumpulan Data

Pengolahan Data dan Analisis

Hasil

Penyusunan dan Pelaporan Hasil

Waktu Pelaksanaan

Juli2024

Juli - September 2024

Oklober 2024

J umlah

Hari Kerja

8

90

10

1

2

3

4 Oktober - November 2024 15

5



2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi

penerima layanan (umlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima

layanan Semester I Tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam

kurun waktu satu semester adalah sebanyak 100 orang. Selanjutnya responden

dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi

menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and

Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu

periode SKM adalah 80 orang.

Populasi (N) Sampel (n) Populasi (N) Sampel(n) Populasi(N) pel
291

297

302

306

3r0

313

317

320

322

331

335

341

346

351

354

357

100 361

110 354

't20 367

130 36E

nSam )
't0

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6o

55

70

75

80

85

90

95

o

10 220 140 1200

't4 230 144 1300

19 240 148 1400

24 250 152 1500

260 155 1600

270 159 1700

36 280 162 1600

4o 290 165 1900

44 300 159 2000

il8 175 2200

340 181 2400

56 360 1E6 2600

59 380 191 2800

63 400 196 3000

66 420 201 3500

70 {40 205 4000

450 2',t0 4500

4E0 214 5000

500 217 6000

86 550 226 7000

800092 600 234

97 650 242 9000

76

80



BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan

yang diperoleh yaitu 99 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

1 JENIS

KELAMIN

LAKI-LAKI 44 44o/o

PEREMPUAN 55 560/o

2 PENDIDIKAN SD / SMP 0 0o/o

SLTA 35 35o/o

Dilt 18 18o/o

S1 23 23o/o

52/53 23 23%

3 PEKERJAAN PNS 6 60/o

TNI 0 Oo/o

SWASTA b 6%

PELAJAR/

MAHASISWA

40 40%

WIRASWASTA 1 1%

LAINNYA 46 46Yo

600/o4 JENIS

LAYANAN

LAYANAN

PERIZINAN

59

40o/oLAYANAN NON

PERIZINAN

40

7

No
KARAKTERI

STIK
INDIKATOR JUMLAH

PERSENT

ASE



1,2 lndeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan

diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

IKM per unsur 3,84 3,86 3,87 3,87 3,83 3,89 3,87 3,87 3,82

Kategori

IKM

Layanan

3,95

3,90

3,85

3,80

3,75

3,70

3,65

3,60

3,55

3,50

A A A A A A A

Unit
96,41 (A atau Sangat Baik)

Gambar '1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

IKM per Unsur pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo

Semester ll Tahun 2024

3,86 3,87 3,A7 3,87 3,87

AA

3,82

,+'" ..""'

^..*' ttti'
$"s -.r""<"+

g"do

I

Nilai Unsur Pelayanan

I

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

3,89

3,84

t



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,82. Selanjutnya Produk

Layanan yang mendapatkan nilai 3,83 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga

Persyaratan Pelayanan termasuk tiga unsur terendah yaitu 3,84.

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi

Pelaksanaan mendapatkan nilai tertinggi 3,89 dari unsur layanan, dan Waktu

Pelayanan serta Biaya mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,87.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui

berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi

perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu

sebagai berikut :

a

Agar pelayanan lebih dipercepat jika memungkinkan 1 x24 jam sudah jadi

(ss100).

semoga kedepannya lebih teliti lagi, karena kemaren ada kesalahan

penulisan setelah surat jadi (54937).

Sistem pelayanan sudah bagus dan cepat, namun belum terdapat opsi untuk

memilih apabila lokasi penelitian lebih dari satu (54880).

Pelayanan bagus. Petugas cukup jelas dan lugas dalam menjelaskan tata

cata pendaftaran. Situs web juga user friendly meskipun terkadang data yang

saya ketik suka hilang lagi. Semoga pelayanannya dapat dipertahankan dan

situs webnya dapat ditingkatkan lg efektivitasnya (54835).

Prosedur masih belum begitu jelas, admin sudah bagus (54191 ).

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan

sebagai berikut :

r Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat.

Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum

o



banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung

datang ke lokasi layanan.

o Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait serylce

excellent serla belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas

yang berprestasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik

maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil

analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut

perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum

Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 16

Februari 2023 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak

lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka

menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari

24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

TW TW TW TW

1

2

3

Waktu

Penyelesaian

Prosedur

Pelayanan

Perilaku

Petugas

Peningkatan sosialisasi

registrasi 'onlrhe"

Penambahan loket

layanan

Lakukan monitoring dan

evaluasi terhadap

prosedur pelayanan

Simplifikasi proses bisnis

Memberikan pelatihan

khusus terkait service

excellent

Iililtv

./ 'J 'V Sekretariat

r Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Priodta3

Unsur

Penanggung

Jawab

Waktu

No Program / Kegiatan
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4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau

melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik

diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei

dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan

yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta

melihat kecenderungan (ken) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara

kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat

kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Punivorejo dapat dilihat melalui grafik berikut :

Nilai SKM DPMPTSP Kabupaten Purworejo

Tahun2020-2023

98,00

96,00

94,00
94,39

92,00 a, 1L

90,00

BB,OO

86,00
85,67

84,00

82,00

80,00
2020 20 21 2022 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023 pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

11
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BAB V

KESIi'PULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu

periode mulai Juli hingga Oktober 2024, dapat disimpulkan sebaga! berikut:

. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten PuMorejo secara umum mencerminkan

tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 96,41. Nilai SKM Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

menunjukkan konsistensi penlngkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan

publik dari tahun 2020 hingga 2023.

. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas

perbaikan yaitu sarana prasarana, produk pelayanan, serta persyaratan.

. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kompetensi

pelaksanaan mendapat nilai 3,89, waktu pelayanan, dan biaya mendapatkan

nilai 3,87 dari unsur layanan.

Purworejo, 17 Oklobet 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabunat{n Pumorejo.

f.---..
I

Gathot Suprapto, S.H
Pembina Utama Muda / lvc
NlP. 19661223 199403 1 005
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2. Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN

'on'r=,X.,'Jr"tsH5::I**
TAHUN 2024

ALAMAT

Tlp/Fax

DPMPTSP KABUPATEN
PURWOREJO
Jl. Proklamasi No. 2 Punrvorejo
Kode Pos 541 11

(0275) 325202 Fax. (0275) 325202

NO, RESP
HASIL

U1 U3 U5 U6 U7 U8 U9
1 2 J 4 4 6 7 I 9 10 11

1 3 3 3 3 4 4 3 3

2 4 4 4 4 3 4 3 4 4

3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 4 3 4 J

5 4 4 4 4 4 4 4 4

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 4 4 4 4 4 4 4 4

8 4 4 4 4 4 4 4 4

o 3 3 4 4 4 3 4 4

10 4 4 3 3 4 4 4 3

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14 4 4 3 4 4 4

15 4 4 4 4 4 3 3 3 3

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18 4 4 4 4 J 4 4 4

19 4 4 4 4 4 4 4 4

20 4 4 4 3 4 4 3 4 3

21 3 4 4 4 4 4 4 4

22 4 4 4 3 3 4 4 4

4 3 4 4 4 4 3 3 4

24 4 4 4 4 J 3 4

4 4 4 4 3 4 4 4 4

20 4 4 4 4 4 4 3 4

15

UNIT PELAYANAN :

NILAIUNSUR PELAYANAN

U2 U4

4

4

4

4

4
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27 3 3 4 3 4 4 4 4 3

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30 4 3 4 4 4 4 4 4 3

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4

32 3 4 3 4 4 4 4 4 4

33 3 4 3 4 4 4 4 3 4

34 3 3 4 4 4 4 4 3 3

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4

37 4 4 4 4 4 4 4 4 4

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4

40 4 4 3 4 4 4 4 4 4

41 4 3 4 3 4 3 3 3 3

42 4 4 4 4 4 4 4 4 4

43 4 4 3 4 3 4 4 4 4

44 4 4 4 4 4 4 4 4 4

45 4 4 4 4 3 4 4 4 3

46 4 4 4 4 4 4 4 4 4

47 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4

49 4 4 4 4 4 4 4 4 4

50 4 4 4 3 4 4 4 3 4

51 4 4 4 4 4 4 4 4 4

52 4 4 4 4 4 4 4 4 4

53 4 4 4 4 4 4 4 4 4

54 4 4 4 4 4 4 4 4 4

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4

56 4 4 4 4 4 4 4 4 4

57 4 4 4 4 4 4 4 4 4

58 3 4 3 4 3 4 4 4 3

59 4 4 4 4 4 4 4 4 4

60 4 4 3 4 4 4 4 4 3

61 4 4 4 4 4 4 4 4 4

62 4 4 4 4 4 4 4 4 4

63 4 4 4 4 4 4 4 4 4

64 4 4 4 4 4 4 4 4 4

65 4 4 4 4 4 4 4 4 4

66 4 4 4 4 4 4 4 4 4

67 4 4 4 4 4 3 4 4 4

16



68 4 4 4 4 4 4 4 4 4

69 4 3 4 4 3 4 4 4 4

70 4 3 4 4 4 4 4 4 4

71 3 4 4 4 4 3 3 4 4

72 4 4 4 4 4 4 4 4 4

73 3 4 3 3 4 4 4 4 4

74 4 4 4 4 4 4 4 4 4

75 4 4 4 4 4 3 4 4 4

76 4 4 4 4 4 3 4 4 4

77 4 4 4 4 4 3 4 4 4

78 4 4 3 3 4 4 4 4 4

79 4 4 4 4 4 4 4 4 4

80 3 4 4 4 4 4 4 4 3

81 4 4 4 4 4 4 4 4 4

82 4 4 4 4 3 3 4 4 4

83 4 4 4 4 4 4 4 4 4

84 3 3 4 3 4 4 4 3 4

85 4 3 4 4 4 4 3 3 3

B6 4 4 4 4 3 4 4 4 4

87 3 4 4 4 4 4 4 3

BB 4 4 4 4 4 4 4 4

89 4 4 4 4 4 3 4 4 4

90 4 4 4 4 3 3 4 4 4

91 4 4 4 4 4 4 4 4 4

92 4 4 4 4 4 4 4 4

93 4 4 4 4 4 4 4 4

94 4 4 4 3 4 4 4 4 4

95 4 4 4 4 4 4 3 4 4

96 4 4 4 4 4 4 4 4 4

97 4 4 4 4 4 4 3 4 4

98 4 4 4 4 4 4 4 4 4

99 3 3 4 4 3 4 4 4 4

T Nilai/Unsur 380 382 383 383 379 385 383 383 380

NRR / Unsur 3,838 3,859 3,869 3,869 3,828 3,889 3,869 3,869 3,838

NRR
Tertimbang 0,426 o,429 0,430 0,430 o,425 o,432 0,430 0,430 0,426

")

Unsur 3,856
**)

IKM Unit pelayanan 96,41
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Keterangan:

IKM
--)
-**)

NRR Per
Unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)
B (Baik)
C (Kurang Baik)
D (Tidak Baik)

= lndeks Kepuasan Masyarakat

umlah NRR IKM tertimbang
umlah NRR Tertimbang x 25

= Jumlah nilai per unsur dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

= NRR per unsur x 0,'l 1'l

: 88,31 - 100,00
: 76,61 - 88,30
: 65,00 - 75,60
: 25,00 - 64,99

=J
=J

NRR
tertimbang
per unsur

IKM UNIT PELAYANAN : 96,41

Purworejo, 17 Oklober 2024

Penanaman Modal dan
adu Satu Pintu

relo,
inz
4.'

, s.H
ma Muda / lVc

1223 199403 1 005

No UNSUR
PELAYANAN

N ILAI
RATA-
RATA

U1 Persyaratan 3,84
U2 Prosedur

3,86

U3 Waktu
Pelayanan 3,87

U4 Biaya 3,87
U5 Produk

Layanan 3,83

U6 Kompetensa
Pelaksanaan 3,89

U7 Perilaku
Pelaksanaan 3,87

U8 Penanganan
Pengaduan 3,87

U9 Sarana
Prasaran

18
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3. Tabe! Mutu Pelayanan

LAMPIRAN
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO SEMESTER II PERIODE
JULIs/d OKTOBER TAHUN 2024

TABEL MUTU PELAYANAN

INDEK KEPUASAN MASYAR]GT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO
JULI s/d OKTOBER

TAHUN 2024

Punruorejo, 17 Oktober 2424

nanaman Modal dan
u Satu Pintu
rejo,

, S.H
Muda / lVc

a.

*

NILAI IKM NAMA LAYANAN PEI.AYANAN PERIZINAN

96.41

JUMLAH : 99 ORANG
JENIS
KELAMIN'.L= 44ORANGIP= 55 ORANG

PENDIDIKAN : SMA KEBAWAH = 35 ORANG

: DIPLOMA = 18 ORANG

: SARJANA =23ORANG
: PASCA SARJANA KEATAS = 23 ORANG

PERIODE SURVEI :01lO712024 - 1511012024

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TEI.AH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS

MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PEI.AYANAN BAGI MASAYARAKAT

223199403 1 005
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4. SK Tim Pengaduan

Ptrlt'IERIN l:\ll KAllL l'A l-l:N Pt R\\ORLI()
OINAS PENANAUAN i'ODAL OAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl Proklamas No 02. Kabupaten Purworep Jawa Tengah Kode Pos 54111

Telepon (0275) 325202 Faksimile (0275) 325202
Laman httss //dnprnplsp puMorelokab go d Pos-el drnomolsocDouNrore,okab.oo d

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 100 14317tO37 12024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MOOAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO.

lvlenimbang a. bahrya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam bidang pengaduan serta untuk mendukung
kelancaran dalam penanganan pengaduan terkait
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan. telah diterbid(an
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

b. bahwa dengan adanya pegawai yang mutasijabatan dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Purworejo, maka Keputusan Kepala Dinas
sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditrnjau kembali dan
dilakukan p€nyesuaian dengan menerbitkan Keputusan Kepala
Dinas yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pantu tentang Pembentukan Ttm Penanganan Pengaduan
Masyarakat terkait Penyelenggaraan perizinan dan
Nonperizinan,

Mengrnqat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenlang Pembentukan
Daerah{aerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2 UndarE-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 122.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PeoErintahan
Oaerah (Lembaran Negara Republrk lndonesE Tahun 2014 Nomor
244. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5587), sebagaimana telah dubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tefltang

20



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Penrerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);

4. Perafuran Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lernbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Prestlen Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 209);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyebnggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembenfukan dan Susunan Perangkata Daerah
Kabupaten Pururorejo (lembaran Daerah Kabupaten Punrorejo
Tahun2021 nomor4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 12 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Daerah Kabupaten Punvorejo Tahun 2019 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 12);

9. Peraturan Bupati Punrorejo Nomor 97 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo);

10. Peraturan Bupati Punnrorejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan
dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Punrorejo;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait
Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Punrvorejo
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas:
a. menerima pengaduan dari masyarakat yang disampaikan pada

DINPMPTSP Kabupaten Punrorejo;
b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pengaduan

yang masuk dari masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan
dan non perizinan;

c. melakukan inventarisasi terhadap pengaduan yang masuk dari
masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan dan non
perizinan;
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KETIGA

KETIGA

KEEMPAT

d. melakukan pengkajian terhadap pengaduan yang masuk dari
masyarakal terkait penyelenggaraan perizinan dan
nonperizinan

e memproses penyelesaian setiap pengaduan yang masuk dari
masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan dan
nonp€rizinan;

I melaporkan pengaduan yang masuk beserta lindak lanjut
penyelesaiannya pada Kepala Dinas Penananam Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupalen PuMoreio

Dalam melaksanakan tugas Tim Penanganan Pengaduan
Masyarakat terkait Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
Kabupaten Punrvorejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Salu Pintu Kabupaten Purworejo

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditelapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah
Kabupaten Purworeio.

Pada saat Keputusan Kepala Oinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ini mulai
berlaku, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten PuMorqo Nomor 3271038/2023
tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
Terkait Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Tahun
Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purworelo
pada tanggal ,L Matel2024

DINAS PENANAMAN MODAL
N TERPADU SATU PINTU

EuRwoREJo.
Ol

PTO. S H
Muda / lvc

NlP. 19661223 199403 1 005

{
t

22

t

1



I AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI.A DINAS PENANAMAN
MODAL OAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: I nO24
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT
PENYELENGGARAAN PERIZINAN OAN
NONPERIZINAN KABUPATEN PURWOREJO,

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERKAIT PENYELENGGARAAN PERIZINAN OAN NONPERIZINAN

KABUPATEN PURWOREJO

NO

? DWI RISTYOWATI, S.H,. MAP Sekretaris Dinas
Kabupaten Purwore,o

NAMfuNIP JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN
DALAM TIM

1

GATHOT SUPRAPTO S H
NIP 19661223 199403 1 005

Kepala DPMPTSP Kabupaten
Purworejo

Penanggung
Jawab

DPMPTSP Ketua

P Sekretans3 ISMA ERTANTI S E
NrP 19880226 201001 2 012

4

6

5

ESKA NUGRAHENI. A Md
NtP 19820506 20',t406 2 004

LANCARYA PRASTOWO S E

NrP 19670508 199803 2 001

TITUR SUBKHAN. S Kom

Kasubbag Umum DPMPTS
Kabupaten Purworsio

INDRA SRI NUGRAHA S Kom
NrP 19821042 01001 1 022

Pengelola Dokumen Peiznan
DPMPTSP Kabupaten PurworeJo

Pranata Komputer Pertama pada '
DPMPTSP Kabupaten Purworejo

Anggota

Anggota

7

Tenaga Admrnistrasr pada
DPMPTSP Kabupaten Purworeto

Tenaga Administrasi pada
DPMPTSP Kabupatgn Purworelo

Pembina UtarYla Muda / lvc
NIP 19661223 199403 1 005

KEfATA Df,IAS PENANAMAN MODAL DAN
P€IAYANAN)ERPAoU SATU PINTU

r,f,lao u rerf ru nunwoREJo.

I

t-,
i GATHOT SUPRAPTO, S H

Anggota

Anggota
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DATA PFRSONIL TIM PENANGANAN PENGADUAN
OINAS PENANAMAN MODAL OAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO

1, NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
PEND, TERAKHIR

4. NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
PEND TERAKHIR

5, NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
PEND TERAKHIR

3, NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
PEND, TERAKHIR

6, NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
PEND. TERAKHIR

2, NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
PEND, TERAKHIR

7. NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
PEND TERAKHIR

GATHOT SUPRAPTO, S.H
19661223 199403 1 005
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
S.1 HUKUM

: DWI RISTYOWATI, S,H. MAP
: 19670508 1998030 2 001
: PEMBINA TINGKAT I / IV b
: S.2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

ISMA ERTANTI S.E
19880226 201001 2 012
PENATA MUDA TINGKAT I / lll c
S-1 AKUNTANSI EKONOMI

ESKA NUGRAHENI. A Md,
19820506 20'1406 2 004
PENATA MUDA / III a
D.3 MANfuEMEN INFORMASI DAN PERPUS

INDRA SRI NUGRAHA. S. Kom
19821042 01001 I 022
PENATA MUDA / lll a
S.1 TEKNIK INFORMATIKA

LANCARYA PRASTOWO S E

S-1 MANAJEMEN AKUNTANSI

TITUR SUBKHAN, S. Kom

S.1 SISTEM INFORMASI

NAS PENANAMAN MODAL DAN
PADU SATU PINTU

r KAB PURWOREJO,

;GATHOTSUPRAPTO S H
Pembina Utrma Muda / lvc
NrP. 19661223 199403 1 oO5
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5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik

BERITA ACTRA

XE]SEPAXATAI{ IIATIIL F!ORI,[ PERAIIGXAT DA.ERAH

DIITAI} PETATAf,AII TODAI DAII PELAYAIIAI( TERPADU SATU PTTTU

I(ABI'PATET PI'RYORE'O TAHUX 2()23

DALA.U RAIiGXA

PETTUSI'TAI{ REIICAI{A I(TRJA PEIIERIIITAII DAERTI (RI(PDI

N.IEI'PATEII PURVORA"'O TA$UT 2(xl4

\o,,rot.\1L\f \99 f)D)1

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua

Puluh Tiga telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman

Modal dan Pelal"anan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purll orejo vang dihadiri

pemangku kepentingan sesuai denSan daftar hadir sebagaimana tercantum

dalam LAMPIRAN lberita acara rni.

Setelah memperhatikan,mendengar dan mempertimbangkan

l- Pemaparan materi dari AOInO glEOYO, AP,,XI.
2. Tanggapan dan aaran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah

Kabupaten Pur$orejo terhadap materi l ang dipaparkan sebagaimana

telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum, maka pada :

Hari : l(amis

TanSgal : 16 Februari 2023

Jam : 13.00

Tempat : Kedai Makan Satu-Satu Jl. lr. H Juanda, Dusun V,

Mranti. Kec. Purworejo, Kabupaten Puru'orejo

Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan

Ter?adu Satu Pintu Kabupaten PurworeJo tahun 2023.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEITTEPAI(ATI

Men)epakati program dan kegiatan prioritas, dan indicator

kinerja -vang dis€nai target dan kebutuhan pendanaan,

)'ang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas

dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan:

Men]-epakati rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas

Penalaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pun ,orejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam LAMPIRAN Il berita acara ini:

Mentepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas

Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana

tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini:

Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya

{LAMPIRAN I,ll,lll) merupakan satu kesatuan dan bagian

]ang tidak terpisahkan dari berita aca-ra hasil kesepakatan

forum Perangkat Daerah Kabupaten Puru.orejo Tahun 2023.

Berita acara ini beserta lampirann),a dijadikan sebagai

bahan pen-r"empuma rancangan RKPD Kabupaten

Puru,orejo Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Pimpinan Sidang,

KEPALA DI NAMAN MODAL DAN
PELA SATU PINTU

REJO

AP.
Muda

NIP, 19931r r 002

ffur{trr
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Menyetujui,
Wakil Pescrta Forum Perangkat Daerah Kabupaten Punvorejo

I{AMANO

a A2ur r
)

lhn; heftwt
/'/uAtJAb-,'.l, l^)
O/1
V'lYt\oo P

Pemerintah

Tokoh Mas|arakat

Pelaku Usaha

Pelaku Usaha

ALAT'AT

S.,l\r\6\\Vr\ t,
Y$f$Y

bs.\o ,
(.r,$ \\61(

Itqt^ ,'

TAITDA
TANGAN

2

3 Tokoh Masyarakat !tC! y"u 3

6

S1>r.ej A rr..-.,
\ t<srn oVr ev" $rttn 5

tq\r* I trttu ct. 
-

[\\,. \nort wfl>,
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I,AMPIRAN I

Hari / Tanggal
Tcmpat

DAFTAR HADTR PESERTA FORUM PERANCKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PET,AYANAN TERPADU SATU PTNTU

KABUPATEN PURWORE"IO

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT

DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWORE.'O

NOMOR : lt6.t f tlr lzdtl
TANGGAL : tL F.ln^G' t Lt

: Kamis, 16 Februari 2023
: Kedai Makan Satu-satu, Jl. Ir. H. Juanda, Kab. Purworejo

Tand gan
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6. Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Januari s/d Juni

Tahun 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2024
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik

yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari

pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini

juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik

yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur

dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor g6 tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik

nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat

dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan

yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk

mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai

kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara

pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten
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Purworejo perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses

continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan

pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

34



BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten Purworero periode Januari s/d Juni 2024

menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti

dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Januari s/d Juni 2024

Berdasarkan keseluruhan hasil survei lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM)

pada Tabel da atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada

masyarakat yang diberikan oleh DPMPTSP telah dilaksanakan dengan baik. Jika

diambil nilai rerata darikesembilan komponen diatas, diperoleh nilaiindeks kepuasan

masyarakat dengan predikat "Sargal Ba,rC' pada angka 96.39.

35

No Unsur IKM Mulu Layanan

1 Persyaratan 3,88 Sangat Baik

2 Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

3,88 Sangat Baik

3 Waktu Penyelesaian 3,82 Sangat Baik

4 Biaya/Tarif 3,84 Sangal Baik

5 Produk, Spesiflkasi, dan Jenis
Pelayanan

3,83 Sangat Baik

6 Kompetensi Pelaksana 3,86 Sangat Baik

Perilaku Pelaksana 3,88 Sangat Baik

I 3,87 Sangat Baik

q Sarana dan Prasarana 3,83 Sangat Baik

7

Penanganan Pengaduan,
Saran. dan Masukan



Tabel 2. Rencana Tindak Laniut Pelaksanaan SKM

No Prioritas
Unsur

Prog ram/

Kegiatan

Waktu
Penanggung

JawabTW
1 2 3

TW
4

1 Waktu
Pelayanan

1.1 Sosialisasi Jam
Pelayanan
DPMPTSP melalui
website, running
text maupun media
social DPMPTSP

2 Aspek SDM 2.1 Sosialisasi
pedoman kode etik
pegawai

3 Anggaran 3.1 Pengusulan
anggaran diklat

3.2 Pengusulan
anggaran
pengadaan pegawai
outsourcing untuk
FO Gerai

Jtr



BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana lindak laniut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut

No Rencana Tindak Lanjut

Apakah RTL
Telah

Ditandaklanjuti
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut
(Mohon Dijabarkan)

Dokumentasi
Kegiatan

Tantangan/
Hambatan

1 . Waktu
Pelayanan

Sudah lvlemasang jadwal layanan
melalui running text di
DP[,lPTSP Kabupaten
Purworejo

2. Aspek SDM 2.1 Sosialisasi pedoman
kode etik pegawai

Sudah Menerapkan dan
mempedomani pedoman kode
etik pegawai dalam rangka
memotivasi petugas pelayanan
terhadap nilai-nilai/
standarisasi mengenai sikap
layanan dan disiplin kerja
dalam memberikan pelayanan

3. Anggaran Sudah lvlengupaya pembinaan
peningkatan profesionalisme
keterampilan dan kemampuan
pegawai secara berkala dan
berkelanjutan di instansa terkait

37

1.1 Sosialisasi Jam
Pelayanan DPMPTSP
melalui website, running
text maupun media social
DPIVIPTSP

3.1 Pengusulan anggaran
diklat



3.2 Pengusulan anggaran
pengadaan pegawai
outsourcing untuk FO
Gerai

Sudah Upaya untuk penguatan aspek
sistem, mekanisme dan
prosedur dalam mendukung
pelayanan yang efektif dan
efisien untuk memberikan
kepuasan kepada masyarakat
pengguna layanan
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BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut te[sebut, sekiranya

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut

sebanyak 100o/o.

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun

berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi

yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong

diimplementasikannya RTL antara lain:

RTL
Target Waktu
Penyelesaian

Penanggu
ng Jawab

Stakeholder
Terkait

1 '1 .1 Sosialisasi
Jam Pelayanan
DPMPTSP melalui
website, running
text maupun
media social
DPMPTSP

Memasang
jadwal layanan
melalui running
text di
DPMPTSP
Kabupaten
Purworejo

Desember
2024

Sekretariat DPMPTSP

2.1 Sosialisasi
pedoman kode
etik pegawai

Menerapkan
dan
mempedomani
pedoman kode
etik pegawai
dalam rangka
memotivasi
Petugas
pelayanan
terhadap nilai-
nilai /
standarisasi
mengenai sikap
layanan dan
disiplin keria
dalam
memberikan
pelayanan

Desember
2024

Sekretariat DPMPTSP

No
Strategi

Penyelesaian

2



3 3.1 Pengusulan
anggaran diklat

Mengupaya
pembinaan
peningkatan
profesionalisme
keterampilan
dan
kemampuan
pegawai secara
berkala dan
berkelanjutan di
instansi terkait

Desember
2024

Sekretariat DPMPTSP

Bappedalitbang

3.2 Pengusulan
anggaran
pengadaan
pegawai
outsourcing untuk
FO Gerai

Upaya untuk
penguatan
aspek sistem,
mekanisme dan
prosedur dalam
mendukung
pelayanan yang
efektif dan
efisien untuk
memberikan
kepuasan
kepada
masyarakat
pengguna
layanan

Desember
2024

Sekretariat DPMPTSP

Bappedalitbang

ll
t

Punivorejo, 17 Oklober 2024

Penanaman Modal dan
adu Satu Pintu

rejo,

, S.H
Muda / lVc

223 199403 1 005N
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